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A. Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan 
 





Tidak  dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث 
Śa ś 
es (dengan titik di  
atas) 
ج Jim j Je 
ح 
ḥa ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ 
Żal ż 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 








de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah , Apostop 





Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( „ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا Fathah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا Dammah u U 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 









ََََََا ...|َ… ََُو َ
َ
 

































u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  َي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 






6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
B. Daftar Singkatan. 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.  = subhanahu wa ta ala 
saw.  = sallallahu alaihi wa sallam 
M  = Masehi 
H  = Hijriah 
QS  = Qur‟an Surah 
HR  = Hadits Riwayat 
SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 
KHI  = Kompilasi Hukum Islam  
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ABSTRAK 
Nama : Laila Humaidah 
NIM : 10100113023 
Judul : Penerapan Kode Etik Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan 
Agama Bantaeng Kelas II 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan kode etik hakim 
di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-
breakdown kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
Bagaimana pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan 
Agama Bantaeng?, 2) Bagaimana sistem pengawasan penerapan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng? 
Penulisan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu 
pendekatan yang menjadikan peratutan perundang-undangan sebagai rujukan dan 
pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman, penemuan dan pengamatan 
yang dilakukan. Dengan demikian yuridis empiris adalah suatu pendekatan 
dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai perilaku hakim yang terjadi di 
Pengadilan Agama Bantaeng dan menghubungkan dengan fakta yang sebenarnya, 
apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku menurut perundang-undangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi kode etik dan pedoman 
perilaku hakim menjadi aturan main seorang hakim di Pengadilan Agama 
Bantaeng telah dijadikan sebagai pijakan dasar bagi hakim beretika dan 
bertingkah laku, Problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan 
kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berbeda-beda tergantung dengan 
individu hakimnya, sebagian dari hakim di Pengadilan Agama Bantaeng sadar 
akan pentingnya menjalankan kode etik profesi, sebagian dari hakim juga 
mengabaikan kode etik tersebut di karenakan kurangnya pengetahuan mengenai 
kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahkan adapun dari hakim lain yang 
menyatakan bahwa kode etik profesi ini terlalu sulit untuk diterapkan. Sistem 
pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu terbagi menjadi 2 yaitu 
pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh 
Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi 
Yudisial. 
Implikasi dari pemelitian ini adalah: 1) Diperlukan peningkatan 
profesionalisme hakim, khususnya Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, agar 
menjadi hakim yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial. 2) Diperlukan sosialisasi kembali kepada para hakim 
terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang 
diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku profesi hukum, agar diterapkan 
sebagaimana mestinya. 3) Diperlukan pengawasan ekstra terhadap penerapan 
kode etik dan pedoman perilaku hakim, karena bila pelimpahan pengawasan 
hanya kepada ketua pengadilan saja, penulis khawatir akan adanya hubungan 
emosional dan rasa ketidakenakan dari para hakim membuat hasil pelaporannya 
kepada pihak pengawas di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang nantinya 
berdampak terhadap laporan yang tidak sesuai fakta. Maka dalam hal ini 
diperlukan sebuah lembaga khusus yang mengawasi secara langsung hakim dalam 







A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan 
tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 




Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau Negara hukum, karena 
hukum akan ditegakkan di mana ada pengadilan yang merupakan tempat untuk 
mengadili dan tentunya dalam pengadilan ada hakim yang berperan sebagai 
pemutus sebuah keputusan yang adil. Untuk itu perlu adanya kode etik profesi 
hakim, yaitu aturan yang tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim 
Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi hakim. 
Etika profesi merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang 




Berdasarkan KBBI, lembaga penegak hukum ialah organisasi yang 
melakukan penegakkan hukum. Penegak hukum diartikan sebagai petugas yang 
berhubungan dengan masalah peradilan. Lembaga penegak hukum dapat diartikan 
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Dengan adanya kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi 
Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya harapannya adalah 
untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai 
anggota masyarakat yang dapat memberikan contoh suri tauladan dalam 
kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. 
Setiap profesi diberbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk 
dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya 
dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang 
didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat 
universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi 
hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan 
profesinya. 
Berkaitan dengan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat 
seputar konflik antara MA dan KY, Hakim Agung Ad Hoc Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Sophian Marthabaya berpendapat bahwa suatu kode etik 
berlaku bagi suatu profesi tertentu sehingga sebuah kode etik harus disusun oleh 
profesi yang bersangkutan yang akan menjalankan kode etik tersebut. Alangkah 
janggalnya apabila kode etik disusun oleh suatu institusi diluar profesi yang akan 
menjadikan kode etik itu sebagai pedomannya. Idealnya, sebuah pedoman untuk 
melakukan pekerjaan dibuat sendiri oleh pihak yang akan menjalankan pekerjaan 
tersebut. Bagaimanapun, kode etik dibuat untuk mengatur perilaku dan sepak 
terjang individu profesional dalam menjalankan profesinya.
4
 
Etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam, perkembangan profesi 
berkaitan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan 
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profesional. Namun hal tersebut tidak bisa sempurna karena sifat profesi yang 
terbatas, khusus dan unggul, maka bukan tidak mungkin terjadi gejala-gejala 
penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki, yang seharusnya dengan 
penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat diemban untuk 
menyelenggarakan dan menegakkan keadilan dimasyarakat.
5
 
Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sudah memiliki 
kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun 
realitanya para kalangan profesi hukum belum melaksanakan kode etik profesi 
dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang 
mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat 
penilaian negatif dari masyarakat.  
Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah 
untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah 
diucapkan, dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid yaitu amalan yang harus 
diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat lillahita’ala 
sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan 
kebenaran. 
Melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa. Hakim 
merupakan pengkritik hukum dan keadilan yang bersifat abstrak dan digambarkan 
bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan 
keadilan. Karena hakim satu-satunya penegak hukum yang berani 
mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya. Sehingga setiap keputusan 
hakim benar-benar berorientasi kepada penegakkan nilai-nilai kebenaran dan 
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keadilan dari pada sekedar mengejar kepastian hukum sebagaimana yang 
diharapkan dalam kode etik profesi hakim. 
Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Bantaeng hakim menggunakan 
handphone pada saat persidangan berlangsung, bahkan melakukan video kepada 
para pihak yang berperkara. Yang mana salah satu tata tertib pada saat 
persidangan itu wajib mematikan atau tidak menggunakan handphone selama 
berada di ruang sidang. 
Maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya 
penerapan kode etik hakim dan sistem pengawasannya di Pengadilan Agama 
Bantaeng Kelas II.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan Bagaimana penerapan kode etik hakim di Pengadilan 
Agama Bantaeng kelas II? Dari rumusan pokok masalah tersebut, maka penulis 
mengangkat sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama 
Bantaeng? 
2. Bagaimana sistem pengawasan penerapan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang 
dianggap penting. 






2. Kode Etik Profesi Hakim adalah aturan tertulis yang harus dipedomani 
oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi 
sebagai Hakim. 
3. Hakim, agar dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kriteria dalam 
penilaian pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
4. Pedoman Tingkah Laku (Code of Conduct) Hakim ialah penjabaran 
dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim 
Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk 
mewujudkan keadilan dan kebenaran.  
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantaeng dan 
berdasarkan deskripsi fokus dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada 
penerapan kode etik hakim dan para pengawas kode etik hakim yang berada di 
pengadilan, serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.  
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 
penelitian (skripsi) maupun buku-buku yang berkaitan dengan pedoman perilaku 
Hakim diantaranya: 
Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya Etika Profesi Hukum, tahun 2002 
menjelaskan bahwa hakim harus meningkatkan profesional kerja dengan mengacu 
pada Norma-norma bagi penegak hukum yaitu aturan tertulis.  
M. Wahyudi fakultas syariah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Kebebasan hakim, membahas bahwa dalam menegakkan 
keadilan dan kebenaran hakim harus terbebas dari pengaruh orang lain, luar 






Abdul Manan dalam bukunya Etika Hakim dalam Penyelenggaraan 
Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam), tahun 2007 menjelaskan 
bahwa apabila hakim duduk mengadili suatu perkara, maka ia haruslah bersikap 
tidak memihak, tidak ada perhatiannya kecuali memeriksa perkara tersebut 
dengan sungguh-sungguh. Jika keadaan dirinya berubah karena marah, susah, 
gembira yang berlebih-lebihan, sakit atau jenuh lapar dan kantuk, maka 
hendaknya ia tinggalkan majelis persidangan itu sampai ia normal kembali. 
Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka penulis mendapatkan 
pembahasan yang sangat relevan dengan fokus penelitian sebagaimana 
dikemukakan terdahulu. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 
Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Kode Etik Hakim dan Sistem Pengawasannya 
di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
penelitian bertujuan: 
a. Mengetahui penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di 
Pengadilan Agama Bantaeng. 
b. Mengetahui sistem pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng. 
2. Kegunaan 
1. Manfaat secara teoretis 
Secara teoritis diharapkan dapat memberi masukan terhadap 
perkembangan Hukum Acara Perdata khususnya Hukum Acara Peradilan Agama 
yang berhubungan dengan “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”. 






Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat menjadi reverensi pemikiran 
kepada: 
a. Aparat penegak hukum yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, agar dapat menegakkan hukum 
dan keadilan bagi para hakim pengadilan, terlebih mengetahui pola pikir 
Hakim dalam menjalankan fungsinya. 
b. Hakim, agar dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kriteria dalam 
penilaian pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
 Disamping itu juga, melalui penilitian ini diharapkan dapat memperoleh 
gambaran tentang pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengoptimalan hakim 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum pada umumnya terutama  








KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU  
HAKIM DI INDONESIA 
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim 
 Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau 
mahkamah, keputusan tidak dapat diganggu gugat.
1
  
 Kosa kata “Kekuasaan Kehakiman” dalam konstitusi merupakan 
terjemahan dari istilah Belanda yang biasa disebut “rechterlijke macht”. Kata 
dimaksud mengacu pada teori Montesque mengenai pemisahan kekuasaan atau 
“Separation of Power”. Maksud istilah “kekuasaan” dapat diartikan sebagai 
“organ” [badan] atau bisa juga berarti “functie” [tugas].2 
 Kekuasaan kehakiman dilakukan dalam praktik diselenggarakan oleh 
badan-badan peradilan Negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, 
memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang 
diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. 
 Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara 
konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 
1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut 
telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena disamping Mahkamah 
Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah 
Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan: 
 
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan ada berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
                                                          
 
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: 
PT.Gramedia Pustaka Utama 2012, h. 475. 
 
2






Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, 
dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan  oleh undang-undang.
3
 
Adapun calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan  persetujuan  dan selanjutnya ditetapkan 
sebagai hakim agung oleh presiden.
4
 
 Deskripsi mengenai kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah 
Agung secara normatif, imperatif, tercantum dalam konstitusi UUD 1945, namun 
dalam praktiknya mengalami perkembangan yang fluktuatif sesuai dengan situasi 
dan kondisi yang melingkupinya dalam sejarah perkembangan bangsa dan 
Negara. Hal ini dapat dipahami karena dalam pelaksanaannya diatur dalam UU, 
sedangkan UU adalah produk politik, oleh karenanya merupakan kompromi dari 
berbagai kekuatan sosial politik. Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, dan 
wewenang Mahkamah Agung diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 1985 
sebagaimana yang telah diubah sebelumnya dengan UU RI No. 3 Tahun 2009 
tentang perubahan kedua atas UU RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. Untuk lebih memberdayakan (empowering) Mahkamah Agung serta 
mengoptimalkan fungsi dan peran Mahkamah Agung sebagai otoritas pemegang 
kekuasaan tertinggi dibidang hukum, maka ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 
tentang pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan 
normalisasi kehidupan nasional, berfungsi sebagai haluan Negara antara lain 
menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi dibidang hukum dengan agenda yang 
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harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan 
eksekutif. 
 Demikian pula selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan pengawasan 
tertinggi penyelenggaraan peradilan yang berada dibawahnya dalam 
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pengawasan dan kewenangan 
sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara.
5
 Disamping pengawasan internal oleh 
Mahkamah Agung terhadap hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi 
Yudisial yang berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode 
etik dan pedoman perilaku hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah 
Agung.  
 Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur pula dalam UU RI No. 
48 Tahun 2009.
6
 Dengan demikian, UU RI No. 48 Tahun 2009 merupakan 
undang-undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang 
meletakkan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di 
Indonesia. 
 Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah 
Agung berkedudukan sebagai pengadilan Negara tertinggi, yang membawahi 
semua lingkungan peradilan di Indonesia. Dalam Pasal 20 UU RI No. 48 Tahun 
2009 disebutkan: 
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Sebelumnya tentang  kekuasaan kehakiman diatur dengan UU No. 14 Tahun  1970 
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  dan beberapa perubahannya sebagaimana diatur 
dalam  UU No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 dan terakhir yang 






(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan 
peradilan yang berada dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18. 
(2) Mahkamah Agung berwenang: 
a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang 
berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang 
menentukan lain; 
b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang; dan 
c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang  
(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai 
hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil 
baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun 
berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. 
 Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk 
menumbuhkan kemandirian para penyelenggaran kekuasaan kehakiman dalam 
rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara 
dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan, dan kemampuan. 




Konsep kehakiman dalam peradilam Islam sangat mengutamakan asas  
equality before the law dan asas audit et alteram partem. Kedudukan para pihak 
adalah sama di muka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan 
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ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan kadhi dilarang memutus 
perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang 
disidangkan itu. Kadhi dilarang berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat 
kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak dan menolong 
pihak yang lain. Kadi harus bersikap berimbang dalam memeriksa keterangan 
para pihak, adil.
8
 Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda yang maksudnya; siapa saja yang mengadili suatu perkara diantara 
orang-orang Islam, maka hendaknya memeriksanya dengan adil, baik dalam 
percakapan, isyarat, duduknya, janganlah terlalu keras suaranya pada seseorang 
tapi lemah lembut kepada orang lain. 
Hadis riwayat Bukhari: 
 َّهَص ِْيبَّننا ََّنأ َةَدْيَُزب ْنَع ِراَّننا ِيف ِنَانِْثإَو ِتَّنَجنا ِيف ٌدِحاَو َُتَثَلاث ُةاََضقنا : َلَاق َمَّهَسَو ِوَْيهَع ُّاللّ ي
 ِف َُىَهف ِمْكُحنا ِْيفَراََجف َّقَحنا َفَزَع ٌمُجَرَو ِِوب ْيََضَقف َّقَحنا َفَزَع ٌمُجََزف ِتَّنَجنا ِْيف ْيِذَّنا ا ََّمَأفي  
 ْيََضق ُمُجَرَوِراَّننا)ويهع قّفتما هاور (.ِراَّننا ِيف َُىَهف ِمْهَج َيهَع ِساَّننا  
Artinya:  
Dari Buraida, Nabi SAW berkata: Hakim tebagi menjadi 3, yaitu 1 masuk 
surga dan 2 masuk di neraka. Adapun yang masuk surga yaitu seorang 
hakim yang mengetahui kebenaran lalu menerapkan sesuai kompetensinya 
dan hakim yang tahu dan punya kompetensi namun ia tidak menetapkan 
hukum, maka ia masuk neraka. Adapun hakim yang menetapkan hukum 
atas ketidaktahuannya maka ia masuk neraka. (HR. Bukhari Muslim). 
Hadis ini menjelaskan bahwa tugas menjadi seorang profesi hakim itu 
tidak mudah dan sangat berat harus mempunyai kompetensi dan tidak memihak 
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B. Indenpendensi Hakim dalam Menjatuhkan Keputusan. 
 Hakim dalam memutus perkara, yang terpenting adalah fakta atau 
peristiwanya.
9
 Perintah itu antara lain disebutkan dalam QS. Al-Nisa/4:105 
disebutkan: 
                             
        
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 
yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang 
yang khianat.”  
 Selanjutnya sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok 
dibidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan 
setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat 
dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional 
melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh Karen itu, keberadaannya sangat 
penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-
putusannya. 
 Eksistensi penegak hukum, khususnya hakim, seringkali mendapat sorotan 
dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang 
bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial, karna putusan tersebut 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh 
kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah 
disepakati selama ini. Sehingga konsekuensinya juga berimbas pada putusannya. 
Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (judicial corruption), 
yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan 
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penyalahgunaan wewenang diantara aparat keadilan untuk mempermainkan 
hukum demi keuntungan pribadi.
10
 
 Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena 
idealnya putusan harus memuat idee des recht yang meliputi tiga unsur, yaitu 
keadilan (Gerechtigheid), kepastian hukum, (Rechtszekerheid), dan kemanfaatan 
(Zwechtmassigheid).
11
 Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim 
dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya 
dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari 
keadilan.  
 Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dari para ahli hukum dan ajaran 
Islam sendiri, tampaknya lebih ditekankan pada aspek keadilan dalam 
menjatuhkan putusan. 
 Adapun pendapat ahli hukum mengemukakan pendapat yaitu: 
 Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-
undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), 
karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus 
menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.  
 Bismar Siregar dalam bukunya Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan 
menambahkan, bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, dalam 
menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah 
SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama 
Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan 
peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang 
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sahabatnya sebagai berikut: “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama 
dari ibadahmu puluhan tahun, sholat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah, 
penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan 
Allah dari pada melakukan maksiat enam puluh tahun. “Sebuah pesan yang indah, 
yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.
12
   
Dijelaskan oleh Muhammad Salam Madkur
13
 diterangkan bahwa apabila 
hakim duduk mengadili suatu perkara, maka ia haruslah bersikap tidak memihak, 
tidak ada perhatiannya kecuali memeriksa perkara itu, dengan sungguh-sungguh. 
Jika keadaan dirinya berubah karena marah, susah, gembira yang berlebih-
lebihan, sakit atau jenuh lapar dan kantuk, maka hendaknya ia tinggalkan majelis 
persidangan itu sampai ia normal kembali, kemudian baru boleh ia melanjutkan 
persidangan. Rasullah SAW. Bersabda bahwa tidak boleh mengadili suatu 
perkara, sedangkan ia (kadhi) dalam keadaan marah. 
Adil Mustafa Basyuri
14
 menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan 
adabul qadhi dalam persidangan adalah sebagai berikut: 
1. Hakim itu Mustaqillah bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak 
mau ditekan sekaligus oleh penguasa. 
2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum. 
3. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang dihadapanya. 
4. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak. 
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang 
menuntut keadilan kepadanya. 
                                                          
 
12




Adil Mustafa Basyuri, Al-Alaqah Bainas Syaratil Islamiyah wal Qawamil Hurabah, 
(Kairo: Irbatul Rusriyah, 1987), h. 32. 
 
14
Adil Mustafa Basyuri, Al-Alaqah Bainas Syaratil Islamiyah wal Qawamil Hurabah, 






6. Setiap putusannya wajib bertakwal.  
7. Orang yang meminta keadilannya (kadhi) mempunyai hak ingkar. 
8. Memperlalukan semua orang punya hak yang sama. 
9. Setiap putusannya harus didasarkan dengan ketentuan syariat. 
10. Melindungi pencari keadilan. 
11. Memandang sama kepada para pihak. 
12. Memulai persidangan ucapan yang sopan. 
 Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar manusia bertindak adil dalam 
menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam QS. Al-
Nisa/ 4:58 disebutkan: 
                           
                             
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
15
 
Selanjutnya dalam QS. Al-Nisa/4:135 ditegaskan: 
                          
                               




Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun 
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terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 
atau miskin, maka Allah SWT lebih tau kemaslahatannya, maka janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan, jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 




 Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan 
merupakan tujuan yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga 
selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketertiban. 
Disamping tujuan hukum, keadilan dapat dilihat sebagai suatu nilai (value). Bagi 






 Akan tetapi dari keempat nilai tersebut menurut filsuf besar bangsa Yunani 
yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, menurut Plato: 
justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”. 17 
 Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah 
diterapkan. Akan tetapi, mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian 
masih saja banyak masyarakat yang tidak puas. Inilah masalahnya, yaitu tidak 
terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (social justice). Hakim 
tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang 
sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melukai keadilan. Padahal, 
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Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim 
untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
18
 
 Apabila dicermati, para hakim di Indonesia pada umumnya tidak 
menganut prinsip the binding force of precedent sebagaimana dianut Negara-
negara Anglosaxon, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu 
besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi 
disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya 
perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan 
pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain, atau putusan yang dibuat oleh 
hakim pengadilan tingkat pertama, hakim pengadilan tingkat banding, dan hakim 
Mahkaman Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya 
mengacu pada peraturan yang sama. 
 Perbedaan tersebut memang dimungkinkan, karena dalam praktik 
penegakkan hukum terlibat sebagai kepentingan yang berbeda dibalik hukum 
yang hendak ditegakkan.
19
 Para hakim pun punya dalih, apabila pencari keadilan 
(justiciabellen) merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka 
dipersilahkan mengajukan upaya hukum yang ada. Dengan demikian, peran hakim 
memang sangat dominan dalam menentukan bagaimana “hitam putihnya” suatu 
putusan. 
 Berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya sesungguhnya sangat kompleks. Namun 
demikian, para prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
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adalah faktor yang muncul dari dalam diri hakim. Jadi, faktor internal berkaitan 
dengan kualitas SDM hakimnya, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang 
tidak objektif, integritasi moral kurang, tingkat pendidikan/keahlian dan 
kesejahteraan yang kurang memadai. 
 Adapun faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim, 
terutama berkaitan dengan sistem peradilan dan sistem penegakan hukumnya yang 
kurang mendukung kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah 
instrument hukumnya (perundang-undangnya), adanya intervensi dan tekanan dari 
pihak luar, tingkat kesadaran hukum, saran dan prasarana sistem 
birokrasi/pemerintahan dan, lain-lain.
20
 Dengan demikian kemandirian hakim 
berkolerasi positif dengan menegakkan supremasi hukum itu sendiri.  
C. Tugas Hakim 
 Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, 
memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang 
dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara 
normatif dan tugas hakim secara konkret dalan mengadili suatu perkara. 
 Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara 
normatif telah diatur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009, antara lain:
21
 
a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
b. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
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c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib 
menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 
(Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, 
biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).  
f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) 
UU RI No. 48 Tahun 2009). 
g. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum 
(Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
h. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku 
hakim (Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, 
tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 
48 Tahun 2009). 
j. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan susunan 
mejelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang 
menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009). 
k. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 






l. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU RI No. 48 
Tahun 2009). 
m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
perimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 
dan menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU RI 
No. 48 Tahun 2009). 
 Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam 
perundang-undangan, hakim juga  mempunyai tugas secara konkret dalam 




a. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa 
kongkret. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang 
telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah pembuktian 
hakim tidak boleh menyaratkan suatu peristiwa kongkret itu benar-benar 
terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa kongkret dengan 
membuktian peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa 
tersebut. 
b. Mengualifisir (mengualifikasi), menetapkan atau merumuskan peristiwa 
hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu 
termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata 
lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang 
telah dikonstair dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa 
tersebut. mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya 
kepada aturan hukum dan undang-undangnya, agar aturan hukum dan undang-
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undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, undang-
undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang 
tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya. 
c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim 
menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang 
bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse 
mayor (peraturan hukumnya) dan premise minor (peristiwanya). Dalam 
memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya 
diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum dan 
kemanfaatannya. 
D. Tinjauan umum tentang Etika 
A. Hakikat Etika 
Ditinjau secara etimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, ethos. 
Menurut Kamus Webster New World Dictionary, etika didefinisikan sebagai 
sikap-sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu 
kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang 
atau suatu kelompok dengan seseorang atau kelompok lain. Dengan kata lain, 
etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
23
 
Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 
dan tentang hak dan kewajiban moral.
24
 
B. Pembagian Etika 
Etika dibagi menjadi 2 yaitu: 
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1. Etika permanen adalah adat istiadat atau kebiasaan yang 
menggambarkan perangai atau sikap manusia dalam hidup 
bermasyarakat disuatu daerah. 
2. Etika moral adalah kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan 
kodrat manusia dan jika dilanggar maka timbul kejahatan, etika moral 
terwujud dari suatu hati nurani manusia. 
E. Profesi Hukum dan Kode Etik 
1. Makna profesi hukum 
Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profession adalah keahlian dalam 




Menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua 
Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, profesional bermakna suatu 
sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang 
dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar 
pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. 
Lebih lanjut keputusan bersama tersebut menegaskan: sikap profesional 
akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan 
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil 
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2. Peranan etika dalam profesi 
Menurut Purwoto S. Gandasubrata, etika profesi merupakan etika moral 
yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, 
karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat/ciri dan standar profesi tersendiri, 
sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.
27
 
Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan 
orang, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling 
kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, 
suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan 
bersama. 
Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi 
landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya 
maupun dengan sesama anggotanya yaitu masyarakat profesional. Golongan ini 
sering menjadi pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang tertua secara 
tertulis (yaitu kode etik profesi). Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam 
manakala perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai 
pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), 
sehingga terjadi kemorosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai 
contohnya adalah pada profesi hukum  dikenal adanya mafia peradilan, demikian 
juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik superspesialis di daerah mewah 
sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. 
Keiser mengatakan bahwa etika profesi merupakan kesanggupan untuk 
memenuhi pelayanan profesional bagi klien. Kaidah-kaidah pokok dari etika 
profesi menurut Keiser sebagai berikut: 
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1. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih 
(disinterestedness), yaitu pertimbangan yang diambil merupakan 
kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi 
dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi 
akan mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga merugikan 
kliennya. 
2. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu 
pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang 
membatasi sikap dan tindakan. 
3. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara 
keseluruhan. 
4. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas 
sesama rekan seprofesi. 
3. Kode etik profesi hukum 
Pengawasan perilaku hakim diatur dalam: 
1. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 
dalam pasal 39, 40, 41, 42, dan 43 
2. Surat keputusan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial 
RI tentang Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 
dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 
3. UU RI No. 18 Tahun 2011 perubahan atas UU RI No. 22 Tahun 2004 
Tentang Komisi Yudisial terdapat dalam pasal 1 ayat 6. 
Pasal 12A ayat 1 dan 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 berbunyi: 







(2) Selain pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), untuk 
menjaga dan menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat, serta 




 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
12A, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib: 
a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan; 
b. Menaati Kode etik dan pedoman Perilaku Hakim; dan 
c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. 
Kode etik dapat diartikan sebagai suatu pola aturan, tata cara, tanda, 
pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
29
 
Namun, pengaturan mengenai etika dalam profesi perlu dituangkan dalam 
aturan yang bersifat normatif, tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena 
itu, perlu dibuat suatu kode etik profesi bagi masing-masing profesi, sehingga 
kode etik profesi menjadi bagian dari hukum positif.
30
 
Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok 
tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam pasal 1 butir 6 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan: 
Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam menjalankan tugas 
profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. 
                                                          
 
28
UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 12A ayat 1 dan 2. 
 
29
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Cet.III; Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2006), h. 78. 
30
Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum 






Dalam buku Abdulkadir Muhammad disebutkan bahwa kode etik profesi 
adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang 
mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya 
berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode 
etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan 
penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Setiap kode etik profesi selalu dibuat 
tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik namun 
singkat, tetapi menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Namun kode 
etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan 
fakta  yang terjadi disekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan 
untuk di abaikan. Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan 
yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi dikalangan profesional 
anggota kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran 
moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak 
merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama 
manusia. 
Mengingat pentingnya etika dalam profesi hukum sebagaimana telah 
diuraikan di atas, sangatlah penting untuk menanamkan etika profesi sejak dini 
kepada calon profesional hukum. Tujuan pendidikan hukum bagi calon sarjana 
hukum adalah menciptakan sarjana hukum yang profesional, yang menguasai 
secara penuh ilmu pengetahuan yang digeluti untuk diterapkan dalam praktik. 
Penanaman etika ini diharapkan dapat membekali calon profesional hukum agar 
kelak pada saat menjadi pengemban profesi dapat melaksanakan pelayanan 
sebaik-baiknya. 
Ia dihormati dan dipercayai oleh pencari keadilan, bukan semata-mata 






kemampuan intelektual dan ilmu hukumnya, melainkan karena ia juga memiliki 
integrasi diri sebagai pengawal konstitusi, hak asasi manusia, kebenaran dan 
keadilan sebagai komitmen moral profesinya. Ia memiliki kejujuran dan 
keterbukaan serta menjaga kerahasiaan profesinya. Manakala ia merasa kliennya 
atau salah seorang warga masyarakat pencari keadilan tidak lagi berkata jujur, 
tetapi membiarkan uang berbicara, ia segera memutuskan hubungan dengan klien 
atau salah seorang warga masyarakat pencari keadilan tersebut. Dalam hal ini, ia 
harus membina relasi atas dasar saling menghargai dan saling percaya. Dalam 
menjalankan profesi itu, ia mempertimbangkan kewajibannya pada hati nuraninya 
sendiri, masyarakat pencari keadilan, klien, sumpah profesi, dan rekan seprofesi, 
lawan beperkara, pengadilan, dan Negara. Dengan begitu, terbentuk suatu 




Untuk itu, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah 
kualitas diri, seperti: 
1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara 
formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara materil dengan 
mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia. 
2. Sikap keadilan, untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat 
agar terjamin rasa keadilannya. 
3. Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-
sungguh adil dalam suatu perkara. 
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4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.32 Dalam 
konteks ini, universitas sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana 
hukum, perlu secara dini membekali mahasiswanya dengan pendidikan 
akhlak (budi pekerti) dan pengenalan mengenai etika profesi hukum.  
 Kualitas pengetahuan yang dituntut bukan hanya kemampuan teknis, 
melainkan juga kemampuan menentukan sikap berdasarkan pengetahuan yang 
mendalam tentang hukum dan maknanya, serta ada kerelaan untuk menanamkan 
kesadaran hukum dalam masyarakat tanpa menuntut imbalan yang berlebihan. 
Para profesional hukum harus mampu menafsirkan hukum yang berlaku secara 
tepat dan cermat bagi kehidupan bersama, tanpa mengabaikan etika profesinya. 
Untuk itu, profesional hukum harus otonom, dalam arti bebas dan mandiri dalam 
menjalankan profesi, tanpa ada tekanan dari pihak lain untuk merakayasa proses 
pencapaian keadilan hukum. 
 Akan tetapi, bobot dan kualitas penguasaan hukum saja tidak cukup. 
Seorang profesional hukum juga harus bermoral. Dalam arti ini, diperlukan suatu 
kode etik bagi pengemban profesi hukum. Kode etik adalah sebuah kompas yang 
menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu 
moral profesi hukum dimata masyarakat. Kode etik dan penguasaan ini bersifat 
komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri pada profesi hukum. Kode 
etik juga merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib di perhatikan 
dan dijalankan oleh profesional hukum. Didalamnya terdapat daftar kewajiban 
khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam 
masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh seluruh anggota profesi hukum. 
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 Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan 
suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai 
bersama,
33
 serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Untuk itu, kode 
etik perlu diumumkan dan disebarluaskan agar masyarakatpun mengetahui dan 
memahaminya. Masyarakatpun diminta untuk berpartisipasi dalam mengawasi 
para profesional hukum. Mereka tentu saja diharapkan untuk melapor dan apabila 
perlu menuntut manakala profesional hukum ketahuan melanggar kode etik 
profesional.  
 Robert D. Kohn membeberkan lima manfaat kode etik, yaitu: 
1. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala 
berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam 
mengembankan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan 
masyarakat. 
2. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar-anggota untuk 
saling menghormati. 
3. Kode etik mengukuhkan ikatan persaudaraan diantara para anggota, 
terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain. 
4. Kode etik menuntut anggotanya harus memiliki kualitas pengetahuan 
hukum. 




Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki 
kualitas diri yang menjadi acuan penilian dan sikap moralnya dalam 
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melaksanakan profesinya. Kualitas moral tersebut adalah kejujuran kepada hati 
nuraninya sendiri, Tuhan, dan klien dan/ pencari keadilan. Kejujuran adalah dasar 
setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Orang dapat membedakan 
mana haknya dan mana hak orang lain. Sikap jujur pertama berarti sikap terbuka, 
yang tercermin dalam pelayanannya kepada klien/pencari keadilan yang tidak 
mampu (dalam hal financial), dan sikap jujur kedua adalah sikap fair atau wajar, 
dengan melihat klien/pencari keadilan sebagai sesama manusia sehingga terhindar 
dari tindakan yang otoriter, kasar, dan sewenang-wenang. Klien/pencari keadilan 
harus dipandang sebagai subyek yang perlu dihormati dan dihargai secara wajar, 
apa adanya.  
Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi profesi hukum, seperti Ikahi 
(Ikatan Hakim Indonesia), Persaja (Persatuan Jaksa), Peradin (Persatuan Advokat 
Indonesia), Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), dan AAI (Asosiasi Advokat 
Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), SPI (Serikat Pengacara 
Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia). Setiap 
organisasi profesi hukum memiliki kode etik masing-masing. Dengan adanya 
kode etik profesi tersebut, para penegak hukum dapat dikontrol dan sekaligus juga 
menjamin mutu moral profesinya ditengah masyarakat. 
35
 
Adapun maksud dan tujuan adanya kode etik profesi hakim yaitu sebagai 
alat pembinaan dan pembentukan karakter hakim dan pengawasan tingkah laku 
hakim, sebagai kontrol sosial, pencegah campur tangan ekstra yudisial dan 
pencegah timbulnya kesalah pahaman serta konflik antar sesama anggota dan 
antara anggota dengan masyarakat, memberikan jaminan peninggakatan moralitas 
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hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim, menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat pada lembaga peradilan.
36
 
Kode Etik Perilaku Hakim 
 Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi 
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa prinsi-prinsip dasar kode etik dan 
pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu 
berisi penerapannya juga kewajiban dan larangan untuk hakim sebagai berikut: 
1. Berperilaku Adil 
 Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan 
yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang 
sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling 
mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan 
yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, 
seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang 
memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu 
berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.  
2. Berperilaku Jujur 
 Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar 
adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya 
pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang 
batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap 
setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. 
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3. Berperilaku Arif dan Bijaksana 
 Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-
norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma 
keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan 
situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari 
tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi 
yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, 
sabar dan santun. 
4. Bersikap Mandiri 
 Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, 
bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap 
mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh 
pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan 
hukum yang berlaku.  
5. Berintegritas Tinggi 
 Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur 
dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia 
dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 
melaksanakan tugas. 
 Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani 
menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan 
hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha 
melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. 
6. Bertanggung Jawab 
 Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-






keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan 
tugasnya tersebut.  
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri 
 Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan 
kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. 
Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan 
membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang 
senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.  
8. Berdisiplin Tinggi 
 Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan 
masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya 
pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan 
berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak 
menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.  
9. Berperilaku Rendah Hati 
 Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh 
dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan 
mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, 
menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, 
serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam 
mengemban tugas.  
10. Bersikap Profesional 
 Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk 
melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung 






profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan 
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil 
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A. Lokasi dan Jenis Penelitian  
1. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama 
Bantaeng Kelas II, Kabupaten Bantaeng. Yang akan menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah informan yang di tentukan peneliti sendiri sampai akhirnya 
semua data yang di perlukan terkumpul. 
2. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian (field research) dan 
menggunakan data yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan guna dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan 
sistematis mengenai fakta yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok 
permasalahan, yang terkait dengan penerapan kode etik di bantaeng. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan 
sebelumnya maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan: 
1. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menjadikan peratutan perundang-
undangan sebagai rujukan. 
2. Pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman, penemuan dan 
pengamatan yang dilakukan. 
 Dengan demikian yuridis empiris adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai perilaku hakim yang terjadi di Pengadilan 
Agama Bantaeng dan menghubungkan dengan fakta yang sebenarnya, apakah 







C. Jenis Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
 Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan  
dengan jenis data yang bersifat kualitatif. Kualitatif yaitu suatu jenis data secara 
tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.   
2. Sumber Data 
a. Sumber data primer 
Data primer adalah  data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan 
atau data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
b. Sumber data sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan 
dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
1
 
c. Sumber data tersier 
Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-
lain.  
3. Metode pengumpulan data 
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dijadikan dasar untuk 
memperoleh informasi yang akurat. 
b. Observasi yaitu pengamatatan atau pemantauan yang dilakukan oleh 
peneliti mengenai fenomena objek penelitian. 
c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), 
gambar atau karya-karya yang bersangkutan pada objek penelitian. 
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4. Instrument pengumpulan data 
 Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun alat-
alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan atau alat tulis untuk mencatat semua percakapan dengan 
sumber data. 
3. Alat perekam berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik pengolahan data 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan 
data analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan 
data primer dan data sekunder lalu di klasifikasikan kemudian dijabarkan 
dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. 
Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 
a. Mengorganisasi data, baik diperoleh dari data tertulis maupun dari 
hasil wawancara. 
b. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data 
yang sebelumnya telah dikategorikan. 
2. Analisis data 
 Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta 
diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan 






dianalisa secara kualitatif yaitu menginterpretasikan pendapat atau 
tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan 
komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok 
persoalan
2
 yang ada dalam penelitian ini, serta penarikan kesimpulan 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan 
demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan 
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KODE ETIK HAKIM DAN SISTEM PENGAWASANNYA  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS II BANTAENG 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng 
Jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng yang diakui secara 
resmi oleh pemerintah, masyarakat Bantaeng mayoritas beragama Islam. Jika 
harus menyelesaikan berbagai persoalan hukum, baik perdata maupun pidana 
biasanya diselesaikan melalui ulama setempat. Masyarakat Islam Bantaeng, 
memang terbilang masyarakat yang agamis. Taat dan patuh menjalankan agama 
yang dianutnya, serta sangat menjunjung tinggi dan menghargai eksistensi para 
ulama sebagai tokoh masyarakat yang kharismatik. Oleh karena itu, ulama 
memegang peran penting. Di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap persoalan 
yang dihadapi oleh masyarakat ditanyakan dan diajukan oleh ulama untuk 
penyelesaiannya dan apapun yang diputuskan oleh ulama pasti menjadi pedoman 
bagi mereka. 
Kondisi dan alur penyelesaian setiap persoalan yang diperhadapkan 
kepada ulama, tidaklah seformal dengan saat ini, ketika itu para ulama yang 
difungsikan sebagai qadhi (hakim), biasanya menjadikan serambi mesjid sebagai 
tempat untuk menyelesaiakan persoalan masyarakat, bahkan kadang-kadang 
mereka melayani masyarakat di rumah mereka sendiri. 
Keadaan dan tata cara penyelesaian persoalan masyarakat Islam seperti ini 
terus berlanjut, hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik 
Indonesia menyadari betapa masyarakat muslim sangat membutuhkan lembaga 
peradilan yang resmi, Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1957 sebagai dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama/ Mahkamah 





Pengadilan Agama Bantaeng merupakan salah satu dari sejumlah Pengadilan 
Agama yang secara resmi dinyatakan berdiri. 
Pengadilan Agama Bantaeng, sejak secara resmi berdiri hingga saat ini 
telah dipimpin oleh 11 (sebelas) orang Ketua dan seorang pelaksana tugas. Terdiri 
dari : 
1. KH. Abd. Djabbar  (1962-1978) 
2. Hj. Sitti Hasan  (1978-1979) 
3. KH. Zainul Abidin (1979-1982) 
4. Drs. M. Thahir Hasan (1983-1991) dan Drs. Umar Najamuddin (1991-
1993) Pelaksana Tugas 
5. Drs. Tahir. R (1993-1998) 
6. Drs. Syarkawi (1998-2005) 
7. Drs. H.M Nahiruddin Malle, S.H., MH. (2005-2006) 
8. Drs. Sanusi Rabang, S.H., M.H. (2006-2009) 
9. Drs. Hasbi Kawu, MH. (2009 - 2013) 
10. H. Muh. Ramli HT, S.H. M.H. (2013 - 2014) 
11. Drs. Hasbi, M.H. (2015 – Sekarang) 
Pertama berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng di Bissampole, 
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang pada waktu itu yang 
menjadi ketuanya adalah KH. Abd. Djabbar  pada tahun (1962-1978) 
bangunannya masih berbentuk rumah panggung, selanjutnya kantor Pengadilan 
Agama Banteang berpindah tempat di Jalan Merpati Baru yang pada waktu itu di 
ketuai oleh  Hj. Sitti Hasan pada tahun (1978-1979) kemudian setelah itu pindah 
lagi berkantor disebuah  Balai Sidang yang terletak di Jalan Andi Mannappiang 
Nomor 1 Bantaeng. Sebuah bagunan kecil yang dibiayai oleh Departemen Agama 





sistem satu atap semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, maka sejak tanggal 25 Maret 2010 Pengadilan Agama Bantaeng secara 
resmi menempati sebuah kantor yang bagus dengan luas yang memadai setelah 
kantor tersebut diresmikan secara simbolis dengan sejumlah Kantor Pengadilan 
dari empat lingkungan peradilan yang pembangunannya selesai diakhir tahun 
2009. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia pada waktu itu DR. Harifin A.Tumpa, SH di Pontianak, 
Kalimantan Barat. Kantor tersebut tetap beralamat di Jalan Andi Mannappiang 
Nomor 1 Bantaeng sampai sekarang.  
Struktur Organisasi (TUPOKSI) 
Susunan organisasi Pengadilan Agama Bantaeng, sesuai dengan Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan 
Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bantaeng termasuk Pengadilan Kelas II. 
Sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 
Susunan organisasi Pengadilan Agama Bantaeng terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, 
Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, 
Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi 
dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian Organisasi 
dan Tata Laksana, untuk lebih terperinci/ detail dapat dilihat pada Struktur 




















1. Profil Sumber Daya Manusia 
Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan 
Agama Bantaeng terdiri dari : 
Jumlah Hakim sebanyak 8 orang (Termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 
yang terdiri dari :  
 































4. Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H 
NIP. 19800504.200312.1.002 





5. Ruslan Saleh, S.Ag. 
NIP. 19760506.200502.1.001 
Penata /III/c Sarjana 
  
Hakim 
6. Musrifah, S.H.I 
NIP. 19810323.200704.2.002 
Penata /III/c Sarjana 
  
Hakim 
7. St. Hatijah, S.HI. 
NIP. 19860507.200904.2.006 
Penata Muda 




8. Aminah Sri Astuti H.S. S.EI 
NIP. 19840828.200904.2.012 
Penata Muda 





Jumlah Panitera Pengganti sebanyak 11 orang ( termasuk Panitera, 
Wakil Panitera, Panitera Muda)  yang terdiri dari : 
 







H.A. Syamsul Bahri, S.H.M.H. 
NIP. 19560809.198003.1.005 
































H. Erwin Amir Betha, S.H 
NIP. 19711017.200112.1.005 








Andi Suardi, S.Ag 
NIP. 19731105.200112.1.001 























8. Taufik, S.H. 
NIP. 19780220.200604.1.003 
Penata / III/a Sarjana Panitera 
Pengganti 
9. Ridwan, S.H. 
NIP. 19770408.201212.1.002 
Penata / III/a Sarjana Panitera 
Pengganti 
10. Muh. Luthfi Usman 
NIP. 19830610.200604.1.002 






11. Marianti, S.HI 
NIP. 19841020.200912.2.003 
Penata / III/a Sarjana Panitera 
Pengganti 
Jurusita (1) orang dan Juru sita Pengganti sebanyak (1) orang yaitu : 
 














Tk.I / III/b 
SMA Jurusita 
Pengganti 
Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Non Teknis Yudisial Pengadilan 








1. Drs. Mahmud 
NIP.  19611231.200003.1.002 




































 Penata Muda 









5. Isma, S.Sos. M.Si 
NIP. 19751202.200604.2.017 
Penata Tk. I 
III/d 
Sarjana Staf 
6. Dadang Soenandar, A.Md 




2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Dalam tahun 2016 kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan 
Agama Bantaeng masih membutuhkan Staf TI agar tuntutan organisasi dalam 
rangka peningkatan kinerja, tugas pokok dan fungsi telah berjalan dengan efektif.  
3. Mutasi 
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bantaeng terdapat 2 orang telah 
mendapat mutasi masuk dan terdapat 1 orang mutasi keluar : 
Mutasi masuk 
No Nama / NIP Jabatan Lama Jabatan Baru 







2. Muh. Amin T, S.Ag.,S.H 
NIP. 19761009.200604.1.002 









No. Nama / NIP Jabatan Lama Jabatan Baru 










Mengusulkan kenaikan pangkat regular/pilihan periode April  2016 dan 





1 Musrifah, S.H.I 
NIP. 19810323.200704.2.002 









Penata Tk. I 
III/d 


















Organisasi dan Tata 










Kasubag Perencanaan, TI 
dan Pelaporan  
PA. Bantaeng 
Melaksanakan Pelantikan Pejabat Funsional atas Nama: 
Nama/NIP Jabatan Lama Jabatan Baru 






Andi Suardi, S.Ag 
NIP. 19731105.200112.1.001 
Panitera Pengganti PA. 
Bantaeng 
Panmud Hukum PA. 
Bantaeng 
5. Pensiun 
Selama tahunn 2016 Pengadilan Agama Bantaeng terdapat 1 orang 
Pegawai Negeri Sipil yang pensiun
1
 
Nama/NIP Jabatan Lama Jabatan Baru 
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B. Penerapan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng  
Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan 
berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat. 
Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma 
yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Begitu pula hal yang 
sama berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hakim. 
Berjalan baik atau buruknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat 
tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. Sehingga 
berangkat dari hal tersebut untuk lebih mengefektifkan kinerja hakim maka 
dirumuskanlah sebuah kode etik yang menjadi landasan serta pegangan bagi 
hakim untuk menjalankan profesinya. 
Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai suatu aturan 
tertulis yang dianggap baik, karena etika dan tingkah laku hakim merupakan 
moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai 
luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan 
kehidupan pribadi seseorang. Profesi hakim tentu amat penting mempunyai etika 
yang luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi 
ini adalah profesi mulia. Oleh sebab itu hakim dalam menjalankan pofesinya 
terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. 
Langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih 
ditekankan pada pemberdayaan hakim. Hal ini dilakukan, karena hakim 
merupakan unsur utama dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim, pengadilan 
tidak layak sebagai lembaga peradilan. 
Komisi yudisial terus berusaha memberikan pemahaman menyeluruh 





kepentingan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kuncinya, 
pemahaman yang sama dan kerjasama yang erat.
2
 
Sesuai amanat Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
salah satu kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial adalah menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanat 
konstitusional ini dipertegas lagi dalam peraturan perundang-undangan, terutama 
dalam UU tentang Komisi Yudisial. Baik dalam UU No. 22 Tahun 2004 maupun 
dalam revisinya yakni UU No. 18 Tahun 2011. Itu sebabnya, bagi Komisi 
Yudisial, kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi semacam ruh yang 
harus terus menerus dijaga.  
KEPPH yaitu Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim sebagai puncak 
pencapaian kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sosialisasi 
KEPPH diupayakan agar para hakim diminta berpartisipasi aktif dalam kelompok-
kelompok kecil untuk mendiskusikan potensi-potensi pelanggaran KEPPH. Dalam 
hal itu hakim tak akan bisa melakukannya tanpa memperkuat sistem di internal. 




Menurut Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung, M. 
Syarifuddin, banyak hal yang mempengaruhi hakim dalam hal penerapan 
kode etik. Karena itu sifat alami yang dimiliki manusia. Tetapi tidak 
berarti itu jaminan satu-satunya. Sesungguhnya yang membuat orang itu 
menjadi baik adalah imannya. 
Pada dasarnya kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sumber 
pedoman tingkah laku yang dapat dioptimalkan fungsinya secara efektif oleh 
seorang hakim dalam menjalankan tugas pranatanya di lembaga pengadilan, 
namun sebagai seorang hakim yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai manusia 
yang tidak luput dari salah dan khilaf, bisa jadi sebagai seorang hakim pernah 
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mengalami yang namanya problematika dalam menjalankan penerapan 10 prinsip 
kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah menjadi panduan seorang 
hakim dalam berperilaku di lingkup pengadilan maupun di luar lingkup 
pengadilan. 
Sebagai seorang hakim, khususnya bagi hakim di Pengadilan Agama 
Bantaeng paling tidak tanpa adanya keputusan bersama Mahkaman Agung dan 
Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus 
diterapkan, harusnya hakim Pengadilan Agama Bantaeng menanamkan nilai-nilai 
universal hukum Islam. 
Dalam menjalankan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
problematika yang dihadapi oleh seorang hakim di Pengadilan Agama Banteng 
yakni: 
1. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng mengetahui prinsip penerapan kode etik 
dan pedoman perilaku hakim, namun sedikit dari mereka yang 
mengaplikasikan prinsip tersebut bahkan lalai untuk menjalankannya. Fakta 
yang terjadi bahwa salah satu hakim kurang profesional yang dimana itu 
termasuk dalam kode etik butir ke 10, yaitu memegang hp saat bersidang 
bahkan sampai melakukan video kepada para pihak yang berperkara. 
2. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng belum menyadari bahwa dasar pijakan 
dalam beretika dan bertingkah laku telah ditetapkan sebagaimana mestinya. 
Fakta yang terjadi bahwa salah satu hakim di pengadilan agama bantaeng 
kurang disiplin dalam hal jam kerja kantor yang tidak sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan. 
Jika dikaitkan dengan 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim 
yang menjadi problematika hakim di Pengadilan Agama Bantaeng, ada 2 poin 





1. Berdisiplin Tinggi, masuk dalam butir ke 8 prinsip kode etik dan pedoman 
perilaku hakim. Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-
norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk 
mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin 
tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam 
melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi 
teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang 
dipercayakan kepadanya.  
Penerapan: 
(1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas 
pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan 
dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. 
(2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan 
berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan 
biaya ringan. 
(3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(4) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan 
perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari 
penditribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan. 
2. Bersikap Profesional, masuk dalam butir ke 10 prinsip kode etik dan 
pedoman perilaku hakim. Profesional bermakna suatu sikap moral yang 





kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, 
keterampilan dan wawasan luas.  
Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa 
menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu 
hasil pekerjaan, efektif dan efisien. 
Penerapan: 
(1) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat 
melaksanakan tugas-tugas  peradilan secara baik. 
(2) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan 
berkerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam 
menjalankan administratif peradilan. 
 
Adapun pendapat Ibu Musrifah sebagai salah satu hakim di Pengadilan 
Agama Bantaeng bahwa: 
Seorang hakim boleh memegang handphone dalam ruang persidangan 
dengan alasan mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan putusan  melalui 
media sosial, tetapi sidang harus diskors. 
 
Menurut beliau juga, hakim di Pengadilan Agama Bantaeng 90% telah 
menerapkan kode etik sesuai aturan yang tertulis serta lebih ditekankan 
pada keluarga dan pelayanan kepada masyarakat maupun profesi kita. 




Adapun PERMA No.7 dan 8 Tahun 2016 mengenai Kedisiplinan, ini juga 
termasuk bagian dari Kode Etik. 
Salah satu prinsip hakim di pengadilan agama bantaeng yaitu memberikan 
pelayanan yang terbaik, makanya perilaku hakim itu termasuk sangat menyangkut 
moral dan sangat digenjot di Mahkamah Agung. Seperti yang lagi maraknya di 
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berita atau sosial media mengenai pelanggaran kode etik, itu sebenarnya kembali 
lagi pada individu seseorang karena kita tidak mengetahui keadaan yang 
sebenarnya. 
Dalam konteks tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan 
perubahan yang terjadi dikalangan hakim, tidak jarang permasalahan-
permasalahan baru khususnya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim 
yang mempunyai dasar hukum secara tegas dan jelas dalam kode etik dan 
pedoman perilaku hakim ini sebagai hukum terapan di pengadilan agama, senada 
dengan hal itu, Ruslan Saleh sebagai seorang hakim mengatakan: 
 
Penyebab atau faktor seorang hakim tidak menerapkan kode etik 




Berkenaan dengan hal tersebut, muncul idealis dan persepsi tentang kode 
etik dan pedoman perilaku hakim. Dikalangan hakim mengatakan bahwa kode 
etik dan pedoman perilaku hakim adalah landasan berperilaku seorang hakim, 
hasil keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 
sedangkan dari hakim yang lainnya menjelaskan kode etik dan pedoman perilaku 
hakim itu memang merupakan aturan yang sesuai apa yang ada dalam pikirannya 
yang landasannya tidak merujuk pada keputusan bersama Mahkamah Agung dan 
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C. Sistem Pengawasan Penerapan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama 
Kelas II Bantaeng 
Etika adalah moralitas yang berarti keseluruhan norma dengan nilai-nilai 
yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Tiap profesi ada etika yang 
berlaku. Etika ada yang tertulis yang dikenal dengan kode etik atau moral positif. 
Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan aturan tertulis, 
pegangan bagi hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI 
dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun 
eksternal, namun karena banyaknya lembaga pengadilan di Indonesia maka yang 




Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran 
nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. 
Hakim sebagai actor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa 
dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan 
moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hokum dan keadilan 
bagi masyarakat banyak. 
Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim 
harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan 
tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam 
lafal sumpah seoarang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan 
hukum dan hakim. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi 
pasal 32a juncto pasal 81b undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah 
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Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para 
pihak seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi 
Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. 
Adapun prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim  
yaitu: 
1. Berperilaku Adil 
2. Berperilaku Jujur 
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana 
4. Berperilaku Mandiri 
5. Berintegritas Tinggi 
6. Bertanggung Jawab 
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri 
8. Berdisiplin Tinggi 
9. Berperilaku Rendah Hati 
10. Berperilaku Profesional 
Berdasarkan pasal 12A Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengenai peradilan 
agama menjelaskan bahwa pengawasan internal dan tingkah laku hakim dilakukan 
oleh Mahkamah Agung, selain itu pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
pengawasan internal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, sedangkan pengawasan eksternal dan perilaku 
hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
7
 
Menurut Ruslan Saleh sebagai Hakim Agama Bantaeng. Aturan mengenai 
sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (Komisi Yudisial) itu 
tergantung dari kebutuhan dalam artian telah ada pengaduan dari pihak-pihak 
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yang berkepentingan, sedangkan pengawasan internal (Mahkamah Agung) ada 2 
macam yaitu bisa berdasarkan pengaduan dan pengawasan reguler.  
Ada 3 tingkatan pengaduan intermal yaitu: 
1. Pengaduan tingkat pertama, dilakukan kepada Ketua Pengadilan, maka Ketua 
Pengadilan akan membuat tim untuk melakukan pemeriksaan kepada hakim 
yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim. 
2. Pengaduan tingkat kedua di PTA (Pengadilan Tinggi Agama), maka yang 
turun langsung untuk memeriksa itu disebut BAWASDA (Badan Pengawas 
Daerah). 
3. Pengaduan tingkat ketiga di MA (Mahkamah Agung), maka yang turun 




Dengan demikian sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan 
pedoman perilaku hakim secara internal dilakukan oleh ketua dan wakil ketua 
pengadilan agama yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap 
hakim dalam menjalankan tugas dan diluar tugasnya sebagaimana aturan tertulis 
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A. Kesimpulan  
Dari uraian yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pada dasarnya fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi aturan 
main seorang hakim di Pengadilan Agama Bantaeng telah dijadikan sebagai 
pijakan dasar bagi hakim beretika dan bertingkah laku baik dalam lingkup 
pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan sebagaimana mestinya yang 
telah diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial 
2. Problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan 
pedoman perilaku hakim itu berbeda-beda tergantung dengan individu 
hakimnya, sebagian dari hakim di Pengadilan Agama Bantaeng sadar akan 
pentingnya menjalankan kode etik profesi, sebagian dari hakim juga 
mengabaikan kode etik tersebut di karenakan kurangnya pengetahuan 
mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahkan adapun dari hakim 
lain yang menyatakan bahwa kode etik profesi ini terlalu sulit untuk 
diterapkan. 
3. Sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu terbagi 
menjadi 2 yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal 
dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan 








B. Implikasi Penelitian  
1. Diperlukan peningkatan profesionalisme hakim, khususnya Pengadilan 
Agama Kelas II Bantaeng, agar menjadi hakim yang ideal sebagaimana yang 
diharapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 
2. Diperlukan sosialisasi kembali kepada para hakim terhadap prinsip-prinsip 
dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 
10 aturan perilaku profesi hukum, agar diterapkan sebagaimana mestinya. 
3. Diperlukan pengawasan ekstra terhadap penerapan kode etik dan pedoman 
perilaku hakim, karena bila pelimpahan pengawasan hanya kepada ketua 
pengadilan saja, penulis khawatir akan adanya hubungan emosional dan rasa 
ketidakenakan dari para hakim membuat hasil pelaporannya kepada pihak 
pengawas di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang nantinya 
berdampak terhadap laporan yang tidak sesuai fakta. Maka dalam hal ini 
diperlukan sebuah lembaga khusus yang mengawasi secara langsung hakim 
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PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI
Draft skripsi yang berjudul, "Penerapan Kode Etik Hakim dan Sistem Pengawasannya
di Pengadilan Agama Bantacng Kelas II", yang disusun oleh Laila Humaidah NIM:
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Bermaksud melalnrkan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu
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PENGADILAN AGAMA KELAS II BANTAENG'
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.
2. Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
Untuk maksud tersebut kami mengharapkan. kiranya kepada mahasiswa yang
bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agarna
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Telah mengadalan penelitian pada tanggal 07 Maret s.d 14 Maret 2017 di Pengadilan Agama
Bantaeng sebagai salah satu penyelesaian penelitian Individual dengan judul:
oPenerapan Kode Efik Hakim dan Sistem Pengawosannya di PengadilanAgama Bantaeng"





Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:
A. Bagaimana pelaksanaan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng?
B. Bagaimana sistem pengawasan penerapan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku
Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng?
Daftar Pertanyaan:
l. Menurut BapaMbu apa yang dimaksud mengenai Kode Etik Hakim?
2. Apakah Kode Etik penting bagr kalangan profesi hukum?
3. Apakah penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan ini, telah
dijalankan sesuai dengan aturan?
4. Siapa saja yang dalam pengawasan Kode Etik Hakim?
5. Jelaskan apa yang dimaksud mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal
terhadap Kode Etik Hakim!
6. Jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salatr satu hakim di pengadilan ini,
apa sanksinya?
7 . Apa penyebab terjadinya pelanggaran kode etik bagi hakim?
T
PENGADILAI\I AGAMA BAI\TAENG
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Benar telah megadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang
bojudul oPenerapan Kode Etih Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama
Bontaeng."
Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Muh. Arief Ridha. S.H.. M.H.
Bantaeng, 08 Maret 2016
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Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bantaeng, l3 Maret 2016
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